
 

 
BUPATI REMBANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN BUPATI REMBANG 

 

NOMOR  11  TAHUN 2017 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 18  
TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  

PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI REMBANG, 

 
Menimbang  : a.  bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang 

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Rembang 
tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Rembang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 
sehingga perlu melakukan penyesuaian; 

 
    b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Rembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah; 
 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

 
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691); 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4287); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
 

 

SALINAN 



 

5.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 
7.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
8.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
9.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  5161); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010  Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 

1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak 

Daerah; 
 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236); 
 



 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 

2006 Nomor 46 Seri A Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61); 

 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 
101); 

 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2016  Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128); 

 

17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2011 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air 

Tanah Di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun 2011 Nomor 18 ); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 18 TAHUN 2011 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK 
AIR TANAH. 

 
Pasal I 

 

Ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan 

Pajak Air Tanah Di Kabupaten Rembang (Berita Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 18) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 
 

 
Pasal 13 

 
Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikalikan dengan 
Nilai Perolehan Air (NPA) sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12. 

 
 

 
 

 
 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
 

 
Pajak Terutang  = 

NPA X Tarif  



 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Rembang. 

 
Ditetapkan di Rembang 

pada tanggal 12 April 2017 
 

 BUPATI REMBANG, 
 

ttd 

       
        ABDUL HAFIDZ 

 
 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 12 April 2017 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 
 

ttd 
 

       SUBAKTI 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 11 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


